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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KOTA PALEMBANG TAHUN 2(05-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adaleh dokumen
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah
pembangunan Kota Palembang yang mengacu pada Rencana FPembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional ;

bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 750 ayat (3) huruf e Undang-Undang
Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemiel ntahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahui 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I1
dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara R1 Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara R1 Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Urdang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 17 );

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725):
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4663);

Peraturan Pemeriniah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ),

Peraturan Pemerimtah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 7) ;
Peraturan Daerash Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008
Nomor 6);

Peraturan Daecrah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persefuiuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG KOTA PALEMBANG TAHUN 2005-2025

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
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4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang

Daerah adalah Kota Palembang.
Walikota adalah Walikota Palembang.

selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun
2005 sampai dengan Tahun 2025;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut
RPIM Daerah adalah dokumen Pembangunan Jangka Menengah Kota
Palembang untuk Periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Kota Palembang I
Tahun 2005-2008, RPIM Kota Palembang Il Tahun 2009-2013, RPJM Kota
Palembang 111 Tahun 2014-2018, RPJM Kota Palembang IV Tahun 2019-2023
yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota Palembang
dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, RPJM Nasional,
RPIPD Provinsi Sumatera Selatan serta memperhatikan RPJP Nasional.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
BAB I
ARAH PEMBANGUNAN
Pasal 2

(1) Arah Pembangunan Kota Palembang Periode 2005-2025 dilaksanakan sesual

dengan RPJP Daecrah Tahun 2005-2025.



(2) Rincian dari Arah Pembangunan Kota Palembeng schagaimana dimdksod pada
ayat (1) tercantum dslam Lampiran yang merupskan bagian yamg tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPIP Dacrah memusat visi, misi dan arah Pembangunan Kota Palembang yang
Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Pasal 4

(1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam
penyusunan RPJM Dacrah yang menmuat visi, misi dan program Walikota.

ﬂ}ﬂmmm@mmpﬁauyﬂﬂ}ﬁmm
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Provinsi
{l)mmmmwmmw
kekosongan rencana pembangunan Dacrah, Walikota yang sedang memerintah

g}mmmmmﬁ)mmm@
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Pertama Periode
Pemerintah berikuinya.

BAB I
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintsh Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP
Daerah.

(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanasn rencana pembangunan
ditetapkan lebih lanjut olch Walikota.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahninya, memerintshkan pengundangan Peraturan
Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang,
Ditctapkan di Palembang
pada tanggal 3 Met 2009
WALIKOTA P,

i Palembang
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